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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8§
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK :

Dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang berkualitas dapat membentuk tim Evaluasi Internal Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kewenangannya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaiman telah beberapa kali terakhir diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pmeilihan Umum Nomor 14 Tahum 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor



549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan ini membentuk dan menetapkan tim evaluasi internal Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari
pengawas, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025

Lamp.: 2 hlm.



